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TANGGAL 27 September 2020 Koran

Kedaulatan Rakyat (KR) yang dirintis H

Samawi (1913-1984) dan M Wonohito

(1912-1984) ini genap berusia 75 tahun.

Di usia yang mulai menua ini, KR masih

terus menunjukkan eksistensinya sebagai

pemancar informasi sehingga banyak

menjadi rujukan bagi para cendekiawan,

tokoh, dosen, dan sebagainya.

Fakta bermakna,  KR mampu  mem-

buktikan perjalanan yang panjang dan

penuh dengan pergumulan suka dan du-

ka. Tetap tunak mensyiarkan sajian infor-

masi yang dibutuhkan bagi masyarakat.

Memang karakteristik dari koran lokal

Yogya ini mampu menjaga nilai-nilai

moral dan kejujuran dan tetap konsisten

menjalankan kode etik jurnalistik yang

ada. Itulah barangkali salah satu faktor

yang membuat KR bisa eksis hingga saat

ini (Hamdan Daulay: 2011).

Wadah Berliterasi

Berangkat dari sini, banyak para

penulis pemula mencoba merujuk koran

ini sebagai kanal media literasi. Literasi

itu sangat penting bagi kemajuan bangsa.

Bangsa yang maju niscaya melahirkan

para generasi yang cendekia dalam berpi-

kir rasional, otentik, nan cemerlang.

Proses menuju ke sana tidaklah mudah

bak ’membalikkan tangan’.

Dalam pengejawantahannya, Koran

KR sangat peduli dengan paradigma ke-

hidupan bangsa. Bangsa saat ini sedang

digempur Covid-19 dan kehadirannya

membuat sebagian besar generasi muda

bermalas-malasan untuk berliterasi, ter-

utama untuk menulis. Namun Koran KR

tetap intens dalam menyajikan rubrik

khusus menulis. Mulai dari kolom

Analisis (kolom khusus pakar), Opini,

Mutiara Jumat (kolom khusus tulisan

Islami), Kaca (kolom khusus pelajar),

Resensi Buku, Budaya, dan Mekar Sari

(kolom khusus tulisan berbahasa Jawa).

Menjadi suatu hal yang sangat meng-

gembirakan bagi seluruh masyarakat de-

ngan hadirnya banyak kolom ini untuk

melatih ketajaman dalam menulis, khu-

susnya sekaligus berbagi dan bertukar

pikiran dengan sesama penulis yang lain.

Koran KR tetap menjaga kredibilitasnya

sebagai koran lokal untuk mewujudkan

generasi yang berkemajuan melalui li-

terasi. Segala tulisan yang masuk diapre-

siasi. Namun dengan keterbatasan tem-

pat, hanya dapat tersaring beberapa

tulisan yang memiliki wawasan dan pe-

san kebaruan bagi kemajuan bangsa.

Selain itu, Koran KR juga telah mem-

buktikan dengan usia yang cukup menua

ini kiprahnya tidak henti-hentinya untuk

memberikan layanan kepada masyara-

kat. Sebagai media,  berupaya untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa melalui

informasi yang edukatif, transparan, dan

bernilai unggul.

Sinar Pencerah

Sebagai media mainstream,

tatkala menyebarkan informasi

harus bisa menjadi media yang

mampu memancarkan sinar

pencerahan bagi masyarakat.

Tentu bukan menyebar hoax atau

sensasi belaka. Sehingga ada cek

dan ricek atau sebuah informasi,

agar terbentuk masyarakat yang

cendekia.  Pada waktu yang sama,

informasi yang disebarkan itu per-

lu diintegrasikan dengan prinsip-

prinsip umum informasi (al-ushul

al-kulliyyah) meliputi prinsip pem-

beritaan yang transparan, keseim-

bangan informasi, selektivitas dan

kehati-hatian (al-ihtiyath). Tentu

juga  rasional dan proporsionalitas dalam

informasi, dan kebebasan dalam mempro-

duksi, menyampaikan, dan mengakses in-

formasi.

Dalam syiar informasi kepada masya-

rakat, harus mengandung unsur penga-

jaran, pencerahan, nasihat  dan sarana di-

alog. Semua ini pasti dipegang teguh dan

dipatuhi KR, di tengah gempuran media

lain yang hanya memburu sensualitas in-

formasi ataupun media sosial. 

Warga DIY pasti berharap, koran Ke-

daulatan Rakyat terus memberikan obor

bagi kehidupan bangsa untuk menebar-

kan benih-benih informasi. Jangan sam-

pai informasi tersebut mengandung un-

sur hoax, distorsi, fitnah, ghibah dan na-

mimah (adu domba). KR harus bersumbu

pada kebaikan, kedamaian, kemaslahat-

an hidup umat manusia tanpa mendiskri-

minasikan antara ras, suku, golongan,

agama, dan sekat-sekat kordial lainnya.

Selamat Ulang Tahun ke-75 Koran KR.

*) Cristoffer Veron Purnomo,

Anggota Pimpinan Cabang

Muhammadiyah Jetis Yogyakarta.

75 Tahun KR, Obor Kehidupan Bangsa

Cristoffer Veron Purnomo

Pariwisata di DIY mulai menggeliat.

-- Awas, virusnya juga mulai menggeliat.

***

Pelanggar prokes di Wonosobo dihukum

bersihkan pasar.

--Bukan hukuman, tapi kewajiban.

***

Kemendikbud terbitkan juknis bantuan kuota.

-- Mudah-mudahan tidak salah sasaran.

PTS dengan 'Cyber Class'
PENILAIAN yang diperoleh siswa

merupakan proses pengumpulan dan
pengolahan informasi untuk menen-
tukan pencapaian hasil belajar peserta
didik. Capaian hasil belajar menjadi la-
poran bagi siswa, orang tua, guru dan
sekolah sebagai indikator capaian
prestasi hasil belajar siswa.

Dalam Permendikbud Nomor 20
Tahun 2007, tentang standar pengelola-
an bahwa ulangan tengah semester
sekarang disebut Penilaian Tengah
Semester (PTS) adalah kegiatan yang
dilakukan oleh pendidik untuk mengukur
pencapaian kompetensi peserta didik
setelah melaksanakan 8-9 minggu
kegiatan pembelajaran. Cakupan ulan-
gan meliputi seluruh indikator yang
merepresentasikan seluruh kompetensi
dasar pada periode tersebut.

Selama pandemi Covid-19 dengan
daring, SMK Negeri 3 Yogya mengem-
bangkan 'Cyber Class' , sistem pembe-
lajaran online satu atap yakni kelas siber,
guru dan siswa bisa interaksi dalam sis-
tem tersebut. Guru menyiapkan materi
dan naskah soal bisa berupa word, pdf,
powerpoint, gambar, animasi maupun
video, diupload dalam kelas siber.

Siswa login ke dalam kelas siber de-
ngan menggunakan nomor induk siswa,
kemudian siswa bisa download baik ma-
teri maupun naskah soal sekaligus lang-
sung mengerjakan di sistem. Kemudah-
an-kemudahan didapatkan dengan
model pembelajaran kelas siber.
Langkah, siswa masuk ke dalam sistem
kelas siber, mencari kelas siswa yang
bersangkutan, kemudian memilih materi
atau naskah soal yang akan dikerjakan,
siswa langsung bisa mengerjakan soal-
nya, dan guru bisa memantau partisipan
yang aktif selama mengerjakan soal.

Hasil pekerjaan siswa berupa tanggal,
waktu pengerjaan, lamanya pengerjaan

soal, nilai/skor yang diperoleh, benar
atau tidak soal yang dikerjakan sudah
langsung dianalisis oleh sistem. Bahkan
data statistik diagram batangpun disaji-
kan, tentang sebaran perolehan nilai, ra-
ta-rata perolehannya. 

Guru mendownload hasil pekerjaan
siswa ke dalam bentuk excel. Hasil pe-
kerjaan bisa diinformasikan kepada
siswa, agar siswa yang belum mencapai
kriteria ketuntasan minimal (KKM), bisa
kembali mengerjakan sampai mencapai
ketuntasan (Mastery Learning), itulah
sistem belajar tuntas.

Remidial bisa dilakukan unlimited
sampai KKM atau bahkan bisa dibatasi.
Kendala yang dihadapi siswa dengan
sistem ini, utamanya adalah jaringan wifi
atau paket kuota yang dimiliki siswa,
langkah masuk sistem meskipun sudah
ada tutorialnya dan instruksi mengerja-
kan soalnya. Dengan banyaknya siswa
yang kritis akan menumbuhkan keter-
ampilan bertanya, keberanian untuk
mengemukakan pendapat, menum-
buhkan mental bertanya baik lisan mau-
pun tulisan penting. 

All the beggining is difficult. Mengawali
segala sesuatu itu sulit, namun kalau su-
dah menemukan dan menjadi kebi-
asaan akan menjadi jauh sangat mudah
dengan sistem kelas siber. Kelebihan
lain dari sistem ini, kegiatan siswa dan
guru bisa terpantau oleh manajemen,
utamanya kepala sekolah dan wakasek
bidang kurikulum. 

Pemantauan terhadap kegiatan PTS
dengan sistem kelas siber meningkat-
kan pelayanan mutu pendidikan, yang
digalakkan pada era adaptasi kebiasaan
baru dengan pembelajaran jarak jauh
dalam rangka cegah Covid-19.

Eko Mulyadi MSi
Guru Fisika, Wakasek

Humas SMKN 3 Yogya.

Reforma Agraria untuk Petani
HARI ini,  24 September 2020 adalah

tepat 60 tahun lahirnya Undang-undang

Pokok Agraria (UUPA), yang dikenal se-

bagai Hari Tani. Berdasarkan Keppres

169/1963 tentang Hari Tani,  dinyatakan

bahwa 24 September adalah hari lahir-

nya Undang-undang Pokok Agraria,

yang merupakan hari kemenangan bagi

petani. Pertanyaan yang kemudian me-

ngedepan adalah, apakah setelah 60 ta-

hun UUPA agenda reforma agraria (lan-

dreform) sudah dijalankan dan menjadi-

kan kemenangan bagi petani?

Jawaban atas pertanyaan di atas,

pasti akan memunculkan pertanyaan

balik. Bagaimana mungkin petani

akan mendapatkan kemenangan apa-

bila agenda reforma agraria belum

berjalan sesuai dengan yang diharap-

kan? 

Alih Fungsi

Ketimpangan penguasaan dan

pemilikan tanah tetap terjadi dan se-

makin tingginya alih fungsi lahan per-

tanian ke non-pertanian. Keber-

pihakan kepada petani utamanya pe-

ningkatan akses terhadap lahan-la-

han pertanian produktif harus di-

lakukan. Hal tersebut hanya dapat di-

lakukan melalui agenda reforma

agraria (RA).

RAdimaknai sebagai penataan kem-

bali struktur penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah yang

lebih berkeadilan melalui penataan asset

dan disertai dengan penataan akses untuk

kemakmuran rakyat. Agenda RA bertu-

juan untuk: (a) mengurangi ketimpangan

penguasaan dan pemilikan tanah; (b) me-

nangani sengketa dan konflik agraria; (c)

menciptakan kemakmuran dan kese-

jahteraan masyarakat; (d) menciptakan la-

pangan kerja untuk mengurangi kemis-

kinan; (e) memperbaiki akses masyarakat

kepada sumber ekonomi; (f) meningkatkan

ketahanan dan kedaulatan pangan; dan

(g) memperbaiki dan menjaga kualitas

lingkungan hidup.  

Dalam konteks kekinian, Pemerintah

berkeinginan untuk daulat pangan seka-

ligus mewujudkan Indonesia Lumbung

Pangan Dunia pada 2045. Hal ini akan

sulit tercapai apabila petani tidak ber-

tanah. Melalui agenda reforma agraria

inilah petani-petani kita berharap untuk

mendapatkan akses terhadap tanah un-

tuk menopang kedaulatan pangan.

Mengapa petani? 

Karena hingga saat ini kontribusi sek-

tor pertanian terhadap Pendapatan Do-

mestik Bruto (PDB) masih menunjukkan

angka yang signifikan. Bahkan fakta me-

nunjukkan, di tengah pandemi Covid-19

ini PDB bidang pertanian justru melesat

mencapai 16,24 %. Dan lebih dari itu, di-

banding sektor yang lain hanya sektor

pertanian yang tetap tumbuh positif hing-

ga 2,19 %. Pertumbuhan sektor pertanian

tersebut menunjukkan bahwa petani dan

sektor pertanian mampu menopang per-

ekonomian nasional (Mahendra, Opini

KR 7/9/20). 

Menggerakkan GTRA

Problem utama tersendatnya agenda

RA yang sering dimunculkan selama ini

adalah ketiadaan dasar hukum penye-

lenggaraan RA. Saat ini dasar hukum RA

sudah tersedia, yakni Perpres 88/2017

tentang Penyelesaian Tanah Kawasan

Hutan dan Perpres 86/2018 tentang RA.

Dua-tiga tahun setelah terbitnya regulasi

tersebut, ternyata belum secara otomatis

menggerakkan RA. Masih terdapat

kendala, mengingat RA mensyaratkan

keterlibatan banyak pihak. 

Selama ini permasalahan kelembagaan

dan SDM yang teridentifikasi, baik pada

level lokal, regional maupun nasional.

Antara lain: (a) warga masyarakat dan

pemerintah desa belum memiliki kelem-

bagaan yang menangani agenda RA; (b)

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota

yang menjadi leading sector agenda RA

belum berperan secara optimal; (c) pa-

da level pusat, kementerian/lembaga

terkait RA masih mencari bentuk ko-

laborasi dan sinergi yang tepat dan

produktif untuk menjalankan agenda

RA.

Permasalahan kelembagaan dan

SDM di atas, saat ini sudah dapat di-

selesaikan melalui terbentuk Gugus

Tugas Reforma Agraria (GTRA) pada

semua level. GTRA Provinsi dipimpin

gubernur dan GTRA kabupaten/kota

dipimpin bupati/walikota. Ketika

GTRA Pusat sudah gencar melaku-

kan upaya-upaya koordinasi dan so-

sialisasi lintaskementerian/lembaga,

saatnya GTRA Provinsi dan Kabupa-

ten/Kota mulai bergerak. Peran politis

gubernur dan bupati/walikota sebagai

Ketua GTRA merupakan kunci suk-

ses tidaknya pelaksanaan agenda re-

forma agraria. Apabila GTRA ini mulai

bergerak, maka agenda RA untuk petani

adalah sebuah keniscayaan. 

*) Dr Sutaryono, Dosen pada STPN

Yogyakarta dan Prodi Pembangunan

Wilayah, Fakultas Geografi UGM.

SutaryonoLangkah Represif Cegah Covid-19
SEIRING bertambahnya jumlah orang

yang terpapar Covid-19, baik skala na-
sional maupun lokal, pemerintah kembali
melakukan pengetatan dalam menerap-
kan protokol kesehatan (prokes).  Apa-
lagi, menghadapi pilkada 9 Desember
mendatang, kampanye prokes makin di-
gencarkan. Intinya, jangan sampai mun-
cul klaster baru dalam pilkada. Berkaitan
itu pula Kapolri telah menerbitkan mak-
lumat kepatuhan protokol kesehatan
dalam pilkada.

Maklumat itu antara lain berisi pemba-
tasan kerumunan massa, baik itu berupa
kampanye, konser maupun kegiatan lain
yang bersifat pengerahan massa.
Kalaupun terjadi kerumunan, harus di-
batasi dan selalu menaati protokol kese-
hatan seperti memakai masker, cuci ta-
ngan dan jaga jarak. Kalau kita cermati,
meski maklumat ini ditujukan kepada
even pilkada namun secara substansi
bisa diterapkan pada even lain yang
bersifat pengerahan massa.

Pun sesungguhnya tak ada bedanya
dengan kunjungan ke tempat wisata
yang notabene berjubel pengunjung.
Jadi, hemat kita, dalam even apapun, bi-
la mengundang kerumunan massa, ha-
rus ada kedisiplinan dalam menerapkan
protokol kesehatan. Apalagi, saat ini, ter-
utama pada akhir pekan hari Sabtu atau
Minggu, hampir semua tempat wisata di
DIY dipenuhi pengunjung.  Belum lagi
destinasi wisata yang relatif baru, seperti
di kawasan Dlingo Bantul, dipastikan
diburu pengunjung. Sementara, harus
diakui, pengelola tempat wisata cukup
menyediakan tempat cuci tangan tanpa
ada pengawasan yang ketat.

Inilah sesungguhnya problem yang di-
hadapi sejumlah tempat wisata di DIY.
Mereka (pengelola) merasa sudah me-
nerapkan protokol kesehatan ketika
menyediakan tempat cuci tangan yang
cukup atau dalam jumlah banyak.

Padahal, persoalannya tidak hanya itu,
melainkan juga harus mengawasi ke-
taatan pengunjung, antara lain menge-
nakan masker yang benar dan  selalu
menjaga jarak. Kedua hal yang disebut
terakhir ini acap dilanggar tanpa penge-
naan sanksi apapun, bahkan tak jarang
malah dibiarkan.

Kini yang sedang digencarkan di DIY
adalah razia masker. Mereka yang keda-
patan tidak memakai masker dijaring
razia untuk kemudian dikenai sanksi so-
sial seperti membersihkan fasilitas publik
dan sebagainya. Razia tersebut umum-
nya digelar di jalan-jalan utama, khusus-
nya bagi pengendara sepeda, sepeda
motor  maupun kendaraan roda empat.
Selain itu juga dilakukan razia di tempat
perbelanjaan umum, baik modern mau-
pun tradisional. DIY sendiri sudah mulai
melakukan pengetatan seiring terus me-
lonjaknya jumlah pasien Covid-19.

Lantas, bagaimana dengan tempat-
tempat wisata ? Nampaknya pengawas-
annya masih relatif longgar.  Kita mema-
hami keterbatasan jumlah personel
menjadi salah satu kendala sehingga
pengawasan tidak efektif. Sekadar me-
nyebut contoh, di kawasan Jalan Margo
Utomo, para pengunjung dengan lelua-
sanya menikmati makanan sambil le-
sehan di pinggir jalan, tanpa mengena-
kan masker. Tak hanya itu, mereka juga
mengabaikan jaga jarak, sehingga cen-
derung saling berhimpit. Tentu ini bukan
saja melanggar protokol, namun juga
potensial menyebarkan Covid-19.

Khusus pariwisata, kita harus mem-
beri perhatian lebih serius, karena
umumnya pengunjung abai terhadap
protokol kesehatan. Kalau awalnya kita
mengedepankan aspek  persuasif, kini
saatnya bertindak represif demi kepen-
tingan keselamatan masyarakat, yakni
melalui pengenaan sanksi denda mau-
pun sosial. ❑

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih par-

tisipasinya dalam menulis dan mengirimkan

artikel untuk SKH Kedaulatan Rakyat.

Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan

lewat email : opinikr@gmail.com dengan

panjang tulisan antara 535  - 575 kata, de-

ngan mengisi subjek mengenai isu yang di-

tulis serta jangan lupa menampilkan foto-

copy identitas. Terimakasih. 
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Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih,  Kepala Biro : Drs M Thoha. 

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprapto, SPd  Kepala Biro :  Asrul Sani. 

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562.  Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan  - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.


